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Lrahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat {4i, ayat

{7}, dan pasal 99 ayat (2} Peraturaa Pemerintah Nsmor 43 Tahun

}A14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2*14 ientang tr)esa sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor L 1 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Noraor 43 Tahun 2014 tentang Feraturan Pelaksanaan Undang-

Unciang l*"omor 5 Tahun 20i4 tectang Desa, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemhagian, Penetapan

Rincian dan PenggunaatL Aiokasi Dana Desa Tahun Anggaran

2421;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OAZ tentang Fernbentukan

Kabupaien Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten

Sukarnara, Kabgpatea Lamastiau, Kabupaten trulang Pisau,

Kabupaten Gunung Mas, Kab:rpaten Murung Raya dan

Kabupaten Baritel ?irnur di Fr*vinsi Kalimantan Tengah

itemi:aran Negara ?ahu-* 2e;*2 Ncm*r 18, Tambaha-n
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(-j tJndang-Undang Nomor 33 Tb"hun ,0O4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Peraerintah Pusat dan

Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republil< Indonesia

Tahun 2G*4 Nomor 1.26, ?ambahan Lembaran Negara

Republik Indcnesia Nornor aa38);

Und.ang-Undang Nomor 6 ?ahun 2A14 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 N*mor 7,

Tambahan l,embaran Negara Repubiik Indonesia Nornor

5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2*2A tentatg Cipta Kerja

(Lenrbaran Negara Republik indonesia Tahun 2A2A Ncrnor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

65731;

Undang-Undang Nomor 23 ?ahun 2414 tentang

Pemerintahan Daerah ilembaran Negara Repubtik indanesia

Tahun 2OI4 Nomor 244, ?ambahan Lembaran itlegara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana teiah

treberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja {l,embaran

Negara Repubiik ladonesia Tahun 2A2A Nomar 245,

Tambahan Lembaran Negara Repui:lik Indonesia Ncrnor

6573i;

Peraturan Pemerir:tah Nomcr zt3 Tahun 2AL4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 ?ahun

2014 Tentang De*a i}-embaran Negara Republik i*donesia

tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lemban-an l{egara

Republik lrrdonesia Narnor 5539), sebagaimana telah

beberapa kaii diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nirrno:: li Tahun 2Oi9 terrtacg Ferrrbahan Kedua Atas

Feraturan Femerintah Nomor 43 ?ahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

201,+ tentang Desa, {Lembaran Negara Repukrlik Indonesia

tahun ?A21 Nornor 4L, ?arsbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia l{ornor 6321};

Feraturan Presiden $omor 113 Tahun 2O2S tentang Rincian

Anggaran Feadapatan dan Beianja F{egara Tahun 2421

(Lembaran Negara Reputrlik Indonesi,a tahun 202A Nomor
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7" Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2ili4 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara {Lembar Negara Republik Indonesia Ta.hun

}Affi Nnrnor 168, Tarnhahan tembaran l{egara Repubiik

Indonesia Nomcr 555S) setragaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nornor I
Tahun z}rc tentang Perubahan Ked,ua Atas Peraturan

Pemerintah Republik lnrionesia ffomor 60 Tahun ?AM

Tentang Dana Desa. yaxg bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja negara {Lembaran Negara Republik

ind,onesia Tahun 2016 Nomor 57, Tamtrahan Lembraran

Negara Reputrlik Indonesia Namor 586a);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa {Berita Negara

Repuhiik Indonesia Tahun 2014 l$cmor 2*941;

Peraturan Ulenteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Froduk Hukum Daerah {Berita Negara

Repubiik lnd"onesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana

telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

12O Tahun 2A18 tentang Perubahan Ata* Peraturan Menteri

Dalarn Negeri Nomor B0 Tahun 2015 tentang Pernbentukan

produk Hukum Daerah {Berita f{egara Repubiik indonesia

Tahun 2O18 Namor 157);

10. Peraturan Menteri Desa, Pemkrangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Ncmor 2 Tahua 2*16 t*ntang Indeks Desa

Mernbangun {Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 2016

Nouror 300);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2AL7

tentang Kode dan Data Witaya3r E.dministrasi Pernerintahan

{Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomsr 1955};

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri }rlomor V2 'Iahun 2A1g tentang Perubahan Atas

Peraturan lVlenteri Dalam Negeri Nomar 137 Tahun 2OLV

tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

(Berita Negara Republik Indcnesia Tahun 20i9 Nornor 1327j;

i2. Peraturan Menteri Dalam $egeri $omor 28 'T'ahun 20iB

tentang Pengelolaan Keuangan Desa {Berita Negara Republik
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Menetapkan

13. Feraruran Menteri Keuangan Nomor 17 I PMK.$7 12A21

tentang Pengeloiaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung

penanganan Pande mi carans virus &sease 2a ].9 tcovlD- 19)

dan Dampaknya {Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2A2l Nomor 1a9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bari.to Timur Nomor 7 Tahun

2fi27 tentang Anggaran Fen<iapatan dan Eelanja Daerah

Kabupaten Barito Timur Ta-hun Anggaran 2021 {Lemharan

Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 63);

15. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 17 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Desa iBeita Daerah

Kabupaten Barito Timur Tahun 2*19 N*m*r 11);

16. Peraturan Bupati tsarito Timur Nomor ? Tahun 2A20 tentang

Daltar Kewena.ngan Desa Berciasarkan Hak Asai Usul dan

Kewenangan l,okal Berskaia Desa Di wi.layah Kabupaten

Barito Timur {Berita Daerah Kabupaten Barito Timlrr Tahun

2A20 Nomor 22];

17. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 27 Tahun

2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Katrupaten Barito Tirnur Tahun Anggaran 2A21

(Berita Daerah Kabupaten Earito Timur Tahun 2U20 Nomor

a7\;

MEMUTUSKAFII

: PEF.&T1IR.&II: BISFATI TEI{TA:{G TATA C.*RA PE.NfiBAGTA,IS,

PENETAPAI{ RIfiCIAII n}A}I FEI{GGUI{ITAI{ ALOI{ASI DAT{A

DESA TAHUIE A$(iGARAI{ 2S2I..

EAB I
KEIEH?I}AIS Ul{UTil

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pernerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memiffipin pelaksanaan Ltrusan pemerintahan

yang rnenjadi k



2.

3.

4.

Bupati adalah Eupati Barito Timur

Kalrupaten adalah Kabupaten Barito Timur.

Kecamatan adalah bagian wiiayah dari Daerah Kahupaten yang dipimpin

oleh Camat.

Desa adalah Desa dan Desa Adat adalah kesatuan rnasyarakat hukum

yang memiliki batas wilayah yang benvenang untuk mengatur dan

merrgurus urusan pemerintaltan, kepentingan masyarakat setempat
-nerdasarkan prakarsa masyarai<at, hak asal usui, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalarn sistem pemerintaha:t Negara

Kesatuan Republik indanesia.

Pen:.erintahan Desa adalah pen3relenggaraan urusa$ pernerintahan dan

kepentingan masyarakat seternpat dalarn sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indnnesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala De*a dihantu perangkat Desa sebagai

urrsur penyeienggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pernerintahan yang anggotanya

rnerupakan wakil dari penduduk Desa irerd*.sarkan keterwakilan wila3rah

dan ditetapkan $ecara demokratis.

Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk

desa yang hrersangkutan.

Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang -bertugas rnemirantu Kepaia

Desa dalam bidang tertiLr administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan

serta Pelayanan dan Pemirerdayaan Masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja *aerah* -Yang selanjutnSra disingkat

APBD adalah rencana keuangan pemerintahan Daerah yarLg dibahas dan

disetujui bersama oieh Penerintah Daerah dan Derxran Perwakilan Ralqyat

Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Alokasi Dana Desa, seianjutnya disingkat &DD, adalatr dana perimbangan

yang diterima kabupaten daiam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah kabupaten Kabupaten B*rito Timur setelah dikurangi Dana

Aiokasi Khusus.

Penghasilan ?etap yartg selanjutnya disebut SIL?AP adalah Penghasiian

Tetap Aparatur Pernerintah De*a ya*g dihituag dan dibayarkan tiap buian

berdasarkan kinerja.

Femegang Kekuasaan Fengelolaan Keuang*"n lJesa selanjui:ry-a disingkat

PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan rrarna lain yafig karena

jabatannya mem
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(1)

t2\

(1)

(21

Peiaksana Pengeioiaan Keuangan Desa yang selanjutxya disingkat PPKD

adalah un$ur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk

melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat

APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa'

Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lailrnya

adaiah lembaga yarrg dibentuk melaiui musyawarah masyarakat setempat

cialam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang

ditetapkan oieh Pemerintah Desa atau Lurah.

Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adaiah

bagian dari kerja Pernerintah Desa atau Lurah dan merupakan lemhaga

yang dibentuk melalui musyalvarah pengurus RT di wilayah kedanya yang

ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah'

EAB II
PENETAPAIT ADD

Pasal 2

ADD Kabupaten Barit<r Tiri:ur Tahun Angg*rar: ?AZi tertiiri dari anggaran

Belanja Bidang Kegiatan untuk mendanai Penyelenggaraan Pernerintahan

Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pernbinaan Kemasyarakatan Desa

dan pemberda;raan Mas3rarakat Desal dan Bidang Penanggulangan

Bencana, Darurat dan MenCesak Desa-

Jumlah ADD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2A2l ditetapkan

sebesar Rp. 50.093.990.800,- {1ima puluh miliar sembilan puluh tiga juta

sembiian ratus sem-Lrilan puluh ribu riela,pan ratue rupiahi yang dibagikan

kepada 10i {seratus satu} Desa seLragaimama tercantum dalam lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Fasai 3

ADD merupakan bagian dari pendapatan desa dan dianggarkan dalam

AFBDesa Tahun Anggaran 2*21.

ADD sebagaimana dimaksud" pada ayat {1} direncanakan" secara terbuka

rnelalui Musyawarah llesa yang hasilnya diilrangkan dalam Peraturan
=s*3:ffil@sfja'j@

Desa tentang A

202L.

lgaran Per$q44ffie{e**r Belanja Qesa Tahun Anggaran
fi.i4-6,*ir** ^'*o*1'-*o"*'-"-'*!
KIBAG Fi'rlliiJli Ir',ri;;r'i.A 
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(1)

Pasal 4

Penghitungan Pembagian ADD sehagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

{1), untuk setiap Desa di Kabupaien Barita ?imur Tahun Anggaran 2fi21

dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

a. Alokasi dasar secara merata dengan lebih dulu memperhitungkan

Siitap dan tunjangan BPD dan staf dan Bantuan Asistensi Kegiatan

oieh Pihak Keamanan rii Desa dari tetal pagu anggaran dibagi kepada

101 desa.

b. Alokasi formula dari total pagu anggarall yang dihitung dengan

memperhatikan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan. Luas

Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geogra{is Desa di Kabupaten Barito

Timur yang bersumber dari l{ementeriarl Jrang berwenang danlatau

lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

statistik.

Penghiturrgan Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(L), untuk setiap Desa di Kabupaterr Barito Timur ?ahun Anggaran 2*21

clialokasikan berdasarkan jumlah perangkat desa -yang tersedia, jumlah

BPD yang tersedia dan untuk dana gotong royarrg di hitung berdasarkan

banyaknya Rukun Tetangga {RT} di Desa.

Pasai 5

Perhitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimak*ud dalam Pasatr 4

a5rat {1} huruf b dilakukan dengan menggunakan fbrrnula sebagai berikut :

ADD Kah = Siltap & Tunjangan+ Iasentif Penghulu lkla*tir Ketua RT RW

tinmas dan $taf + Barrtuasr Asistensi Kegia.tar + AS'

AF desa = [{O, 10:€ 1 }+iO, SBxZZl+iS} 1 5:rZ*}+{S,f; $xZ4[

Keterangan:

AF d"esa = Alokasi Formula Setiap Desa.
Z,L = Rasio jurnlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa

Kabupaten Barito Tirvur.
Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap tatal penduduk

miskin Desa Kabupaten Barita Tiarur.
Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap totai luas wiiayah Desa

Kabupaten Barito Tiraur=
24 = Rasio Indeks Kesuiitan Geografis setiap Desa terhadap total lKG Desa

Kabupaten Bari
ADD Kab = Pagu Alo
AD Kab = Besaran

Dana Dds;t?
r9r: e.:i , .xtlrr.jj4

(2)

{n.. I

ito Timur



Pasal 6

SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunl'angan BPD daa Staf dihitung

dan dibayarkan setiap bulan dengan perhitungan sebagai herikut :

(1) SILTAP Aparatur Pernerintah Desa dan Tunjangan BPD dan $taf dihitung

dan dibayarkan tiap bulan dengan perhitungaa sebagai berikut :

a. SITTAP Kepala Desa sebesar Rp. 3"OO*.0S0 {tiga juta rupiah}

perbulan.

b. SILTAP Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 2.225.000 {dua juta dua

ratus dua puluh lirna ribu rupiah) perbulan.

c" SILTAP Kepaia Urusan, Kepala Dusun darr Kepai.a Seksi sebesar Rp.

2.025.000 (dua juta dua puluh lima ribu rupiatr) perbulan.

d. Tunjangan Ketua tsPD sebesar Rp" 2.1SO.O00 {dua juta seratus ribu

rupiah) perbuian.

e. T'unjangan Wakil Ketua EPD sebesar Rp. 1.47O.00O isatu juta ernpat

ratus tujuh puluh ribu rupiah) perbulan.

f. Tunjangan Sekretaris BPD sebesar Rp. 1.26S.000 {satu juta dua

ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan.

g. Tunjangan Anggota BPD sebesar Rp. 1.O50.0SS {satu juta lima puiuh

ribu rupiah) perbulan.

{2} Untuk Pembayaran Insentif RT, RW dan lnsentif Penjabat Kepala Desa

dimasukkan dalam Operasionai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Insentif Ketua RT sebesar Rp. 4OO.OOO {empat ratus ribr: rupiah)

pertrulan:

tr. Insentif Ketua RW sebesar Rp. 3SS.**S {tiga ratus ribu rupiah)

pertruian;

c. Bagi Desa yang dijaLrat oleh Penjabat Kepala Desa r.ne.ka Lrerhak

mendapatkan Tunjangan Fenja"bat Kepala Desa yang sebesar Rp.

1.000.000 {satu juta rupiah} perbulan;

d. Bantuan Asistensi Kegiatan Pengamanan oleh pihak kearnanan

dalam rangka mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan desa yang dibuktikan dengan laporan kegiatan dan

foto kegiatan sebagai dasar pembayaran oleh Pemerintah Desa;

e. Bagi Desa yang mengangkat Staf Desa rnaka dapat diberikan Insentif
Staf Desa paiing tinggi Ep.1.OOO"Ofiil isatu juta rupiah) perbulan

b:ffi g.*3*.-bgs**ffi. 4 g*ai .
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{1)

(2)

{3}

{4}

is} Untuk Pembayaran Insentii Penghuiu Rdat rian Mantir Adat dimasukkan

da,lam Bidang Pembinaal Kema*yarakatan dengan perhitunga:r sehragai

i:erikut:
a. insentif Penghulu Adat Rp. 36*.0O0 {tiga rat*s enam puluh ribu

rupiahi perbulan;

b. Insentif Mantir Adat Rp. 260.O00 {dua ratus enam puluh ribu rupiah)

perbuian.

EAB III
PAJIIK ALOKASI DAI{A DESA

Pa*a-l 7

Setiap pengeluaran Kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran

Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentr-tan peraturan

perunriangan merigenai perpaj akar' yang berlaku.

Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak mel,akukan pemotongan pajak

terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

Pernotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 12) meliputi
pengeluaran kas Desa atas betran belanja pegawai, barang/jasa, dan

rnodal.

Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang

clipungut sesuai dengan ketentuan peratu ran perunciang-unclangan.

BAB TV

PENGGUI{AAI{ ADS

Pasal I

Prinsip penggunaan rian pengelolaan ADD meiiputi:

a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan

d.ari pengeloiaan keuangan desa dalam APBDesa;

b. seiuruh kegiatan harus dapat dipertanggungiawabkan secara

administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

c. ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.



Pasai 9

(1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasai 2 ayat {1i digunakan untuk
kegiatan-kegiatan seLragai berikut:

a" 31s/a untuk Bidang Penyeienggaraan Pemerintahan Desa ;

b. 50% untuk Bidang Pelaksanaan Pernbangunan Desa;

c. 8o/o untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

: ;f: :;ff 
-ffff ':::XJX-J;:X;] 

ladaan darura, dan

mendesak Desa Desa.

tc\ p-nggunaan dana -yang tidak sesuai deagan pemh'agian persentaseIt 4,

sebagaimana dimaksud pada ayat {1} r,vajib terlebih dahulu mendapatkan

persetujuan Bupati.

^, {3} Bupati memLrerikarl persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

sesuai dengan prioritas kebutuhan Desa berdasarkan hasil rnusyarvarah

Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

i4) Persetujuan sebagairaana din:.aksud pada ryat l2| dan alrat f31 ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

ADD untuk peiaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa diprioritas

untuk membiayai Operasional dan Honorarium, sebagai Lrerikut :

a. Operasional Pemerintahan Desa dengan kegiatan antara iain :

1. Honorarium PKFKD

2. Honorarium PPKD;

3. Insentif Staf Desa;

4. Alat Tuiis Kantor, belanja cetak dan penggaldaan, belanja makan dan

minum rapat, pemeiiharaan sarana dan prasarana kantor ciesa,

pemeliharaan kendaraan di.nas, pakaian d,inas dan atribut, perjalanan

dinas dan lain-iain;

5. Jaminan Kesehatan Bagi Aparatur Desa"

6" Operasional BPD.

7. Operasional R? dan RW.

h. Pemerintah Desa dapat mer:ganggarkan *perasi nai BFD serta RW/RT

t L 1i1?11 u g:**S_i*1#*H"_**:i

Fe*dr}* $rqt.$is" .

itABA$ iiljitljfd itHFA\A*F* "a.ss. ir, S#KSA

il {t 4

sesuai dengan keLrutuhan dan keurampuan keuangan_ desa.



t-. Operasional untuk menunjang kegiatan penyusunan profil desa, antara

lain untuk :

1. tsiaya internet danlatau pulsa untuk internet;

2. Honorarium FOKJA;

3" Belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan;

4. Bantuan transportasi bagi POKJA profil desalkelurahan.

Operasional Pernilihan Kepala Desa Antar Waktu atau pemilihan

Pengganti Antar W*aktu BFD yang di*elenggarakan meialui musyawarah

Desa dengan kegiatan antara lain :

1.. Honorarium Panitia Desa;

2. Makan Minum dan/atau Bia5ra Rapat Panitia Desa;

3. Belanja aiat tulis kantor dan belanja penggandaan; dan

4. Biaya lain-lain untuk mendukung kebutuhan pelaksanaan

pemunglrtan suara.

Pasal 1 1

Honorarium PKPKD dan PPKD sehagaimana dimaksud dalam Pasal 10

huruf a angka 1 dan 2, nilai atau besarannl,ra disesuaikan dengan

kemampuan keuangan desa.

Insentif Staf Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O huruf a angka 5

yaitu terdiri dari Pengelola Administrasi Keuangan, Operator

Komputer/$iskeudeslSipaties, jaga rnalam dan Petugas Kebersihan

Kantor Desa sesuai dengan kernarnpuan keuangan Desa.

d.

t1)

{2)

(1)

izi

Pasal 12

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I
pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pernbangunan Desa sebagaimana dimaksud

kegiatan Padat Karya Tunai Desa {PKTD}.

ayat {1} huruf b untuk

pada a,Yat i1) terrnasuk

Pasal 13

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat {1} huruf c untuk Pelaksanaan

Pembinaan Kemasyarakatan Desa dipriaritas untuk membiayai hal-hal sebagai

berikut:

a. 0perasional dan

b. Operasioaal dan



c.

d.

f.

oE'

Operasionai tian Kegiatan PAUDITK Desa;

Operasional dan Pembinaan Lernbaga Adat Desa;

Operasional dan Kegiatan Karang Taruna;

OperasionaL dan Kegiatan LPMDIKPMD: dan

pemerintah Desa dapat menganggarkan Operasional LINMAS sesuai

dengan ketrutuhan dan kernampuan keuangan desa'

Pasal i4

ADD setragaimana dimaksud dalam Pasal I ayat {i) huruf d untuk

pelaksanaan pemberda-vaan Masyarakat Desa diprioritaskan untuk rnembia3rai

peningkatan Kapasitas Aparatur Femerintah Desa seperli birnbingan dan

pelatihan perangkat desa, administrasi keuangan desa serta pelatihan

kelemtragaan desa lainnYa.

Pasal 15

(I) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat {1) huruf e untuk

pelaksanaan penanggulangan Bencana, Keadaan damrat dan mendesak

yang berskala loka1 Desa.

peiaksanaan penanggulangan Bencana, KeaCaan darurat dan mendesak

yang'berskala lokal Desa setragaimana dimaksud pada ayat (1") merupakan

keadaan yang sit-atnya tidak dapat diprediksikan sebelurnnya, tidak

ciiharapkan berulang danlatau berada diluar kendali pemerintah Desa.

penganggaran untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana,

keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala loka1 Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat {1} adalah dengan menggunakan jenis

belanja tak terduga.

Pasal i6

penggunaan ADD tidak diperkenankan untuk ganti rugi tanah (lahan),

bangunan-bangunan yang tidak memiliki manfaat sosial ekonorni {seperti tugu

hatas desa, gapura, taman dan sejenisnya] dan pembangunan tempat ibadah

baru.

{2\

(3)
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{3}

EAE V

PENYALURAIY ADD

Pasal 17

t1) Penyaluran ADD kepada desa dilakukan secara bertahap rnelalui

pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas

Desa.

Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

rekening pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

Pen3raluran ADD seeara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat f 1),

dengan ketentuan sebagai herikut :

a. tahap I paling cepat bulan Februari sebesar 2Ao/a (dwa puluh persen);

b. tahap II pating cepat bulan Juli sebesar 507o {enam puluh perseni;

c. tahap ill paling cepat bulan September sebesar 21atb (dr"la purtruh

persen).

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara

bertahap diluar penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf

serta Tunjangan BPD.

Penghasitran Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf serta Tunjangan

BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diiakukan setiap bulan
-berciasarkan Daftar Hadir pada bulan sebelumnya .

Pasal 18

Penyaiuran Tahap I sebesar 2A ala (riua puiuh perseratusi sebagai Uang

Persediaan (UP) bagi desa untuk mengawali kegiatan dari pagu ADD,

dapat diiaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset

Daerah Ka-bupa-ten Barito Timur, setelah menerima dokumen Perdes

APBDesa TA.2A2l.

Dokumen sebagaimana dimaksud. pada (1) diterima paling larnbat pada

minggu ke Empat bulan Februari tahun ZAZL.

t4l

(s)

iii

(2)



Pasa] i9

Penyaluran Tahap Ii sebesar 50 Yo (enam puluh perseratus) dari pagu ADD,

dilaksanakan oleh Kepaia Badan Pengelolaan. Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Barito Timur, setelah menerima dokumen :

a. Surat per:nohonan penyaluran ADD Tahap II tahun anggaran 2021;

b|. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD tahap II tahun

arrggaran 2A2i;

c. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap 1 {2O%l;

d. Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Pelaksana

Pengelalaan Keuangan ilesa {PPKD};

e. Dokumen perrnohonan penyaluran ADD tahap II tersebtrt harus

dilengkapi dengan surat pengantar dari Kecarnatan {Camat}.

Pasai 2S

Penyaiuran Tahap iII sebesar 2A % (dua puluh perseratus) dari pagll ADD,

dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Barito Timur, setelah menerima dokumen :

a" Surat permohorlan penyaluran ADD Tahap III tahun anggaran 2*21;

b. Surat pernyataan tanggr,rng jawab penggunaan ADD tahap III tahun 2OZl;

c. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap iI {60%};

d.. Dokumen perrnohonan penyaluran ADD tahap III tersebut harus

dilengkapi dengan surat pengantar dari Kecamatan {Camat};

BAB VI

PE$GELOLAATT ADB

Pasal 2l

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

l2l Transparan sebagaimana dirnaksud pada ayat ili merupakan prinsip

keterbukaan yarrg memungki.nkan masyarakat untuk mengetahui dan

rnendapatkan akses informasi seluas-luasrrya tentang keuangan Desa.

$:sdhFq,#t"ffi

ffiEA$ ft'Jliiltt KHr$.i^A S#D ess. r $EffiMA

{ tz n-



(41

(3) Akuntabel sebagaimana dimaksud patia ayat itr) merupakan perwujudan

dari tindakan dan/atau kinerja Pemerintah Desa dalam pengelolaan

keuangan Desa mulai dari proses perencanaan hingga

pertanggungj awaba* yang dapat dipertangguag[awatrkan sesuai peraturan

perundang-undangan.

Partisipatif sebagairnana dimaksud ayat {1} mempunyai pengertian bahwa

pengelolaan keuangan Desa, muiai dari proses perenca-I1aan hingga

pertanggugjawaban wajib meiibarkan para pemangku kepentingan di Desa

serta masyarakat luas, utamanya, kelompok marjinatr sebagai penerima

manfaat dari programlkegiatan pembangunan di Desa"

Tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat {i} adaiah

bahwa pengetrolaan keuangan Desa dilakukan secara tepat waktu dan

tepat guna dengan didukung bukti-hukti administrasi yang dapat

dipertanggungjawabkan serta harus sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang beriaku.

Pas,al 22

Pengeioiaan Keuangan Desa dikeioia sesuai ciengan ketentuan Perunriang-

undangaa dalam masa 1 (satu) tahun anggarail terhitung mulai 1 januari

2AZL sampai dengan tanggal 31 desember 2A21.

Pengeloiaan keuangan desa meliputi :

a. Perencanaan;

b. Pelaksanaan;

c. Penatausahaan;

d. Peiaporan; cian

e " Pertanggungjawaban.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa

dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan keka3raan milik Desa

yang dipisahkan.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keua"ngan desa dibantu

oleh PPKD.

(si

(1i

(2]

t3)

t4l
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EAB ViI
PEMBIHAA$ DAI{ PEI{GAI#ASAIT ALOI{ASI DASA DE$A

Fasa-i 23

Pernbinaan terhadap Pelaksanaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Barito Timur dan Camat se-Kabupaten Bar:ito Tirnur.

Pa*as 2{+

Pembinaan oleh Pemerintah Kabupatea Barito Timur sebagairnana

dimaksud daiam Pasal 23 dilakukan oleh Instansi terkait di lingkup

Pernerintah Kabupaten Barita Timur, dengan tugas meiiputi :

a. Merumuskan kebijakan tentang ADD da:r pemanfaata"nnya;

b. Menentukan besarnya ADD yang diterirna oieh Desa brerdasarkan

rumu$an yang teiah riitetapkan;

c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan

informasi tentang ADD;

d. Membantu Tim Fasiiitasi Tingkat Kecar*atan untuk memLrerikan

Pelatihan dan Crientasi Kepada Pemerintah llesa darr Pelaksana

Kegiatan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan

aset desa;

e. Meialukan Fasiiitasi dalam pemecaSran ryrasaiah bedasarkan

pengaduan masyarakat daa pihak lainnya menyangkut penggunaan

ADD serta mengkoordinasikan pada institusi terkait yang berasal dari

Laporan Pemerintah Kecamatan.

Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan

oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan

Camat, dengan tugas meliputi:

a. Melaksanakan sosialisasi secara iuas tentang kebijakan, data cian

informasi tentang ADD;

b. Mernbina dan mengkoordinasikan Musyarn arah Perencanaan

Pembangunan Desa {Mu*renbangdesi dalam wila5rah kecanaatan ;

c. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaarr

ADD untuk dicek secara silang dengan APBIlesa yang sudah

ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;

d. Membantu,&Leksg#r.*_. 1i?.**g***"**ggL"_*-ql.]**.r" rencana tehris

(2)

penggu AD* bese



Memfasilitasi Pelaksanan Kegiatan dalam pengeiolaan rian

pertanggu n gj awaban pelaksanaan ke giatan AD D ;

Melakukan perneriksaan pengecekan iVerifikasi) dan peraantauan

serta pengendal.ian terhadap r:roses k*giatan ya*g dibia3rai dengan

ADD;

Merekornendasikan pencairan ADD dari Rekening Kas Desa ke

Pemerintah Desa yang teiah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan

APBDesa dan Rencana Fenggunaan Dana iRPD] yang diajukan

Pemerintah Desa untuk Pelaksalaan Kegiatan;

Memfasilitasi upaya penyelesaiaa masalah dalam pelaksanaan ADD

dan jika dibutuhkan dapat mengajukan permoho*an kepada Bupati

untuk dilakukan pemeriksaan khusus iRiksus) bagr Desa yang diduga

melakukan penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan dana;

Menyu.sun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaa.n kegiatan

pengetr.olaan ADD; eian

Menyampaikan Kompilasi Laporan Reaiisasi Penggunaan ADD dari

masing-rnasing desa.

Pasai 25

Penclanaan daiam rangka melaksanakao kegiatan pembinaa"n sehagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Timur

meiaiui DPA masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 26

Pengarnasan atas pelaksanaan ADD dilaksana"kan oleh aparat pengawas

fungsionai daerah {APIP} sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

Pasal 27

Dalam hal terjadi peny*iahgunaan atau penyimpangan penggunaan ADD

berdasarkan hasil audit aparat pengawa$ fungsional {APIF) atau aparat

pemeriksa, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar pemberian sanksi

berdasarkan ketentuan Peraturan. Per:rndang-undangan.

P#&"trfl&.ffi i

frAEA,; lii,li|JI$ Kir,iii"A spn A$S J $ffKSA
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EAB VIII
KETENTUAI{ PEIYUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2A21

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan perrempatannya dalarn Berita Daerah Ka-bupaten Barito

Timur.

Ditetapkan di Barito Timur
pada tanggal B f.4 orc I 2A2t

/4 -\

Diundangkan di
pada tanggal B

Barito Timur
tnor c I 2A2L

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITC TIMUR TAHUN zll:' NOMOR ,.?,3

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO

p&#ry,Affi
uEAGHtjrii]ffi KEFil|-A CIPO ASS SffiKL}A
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